
BUPATI KAPUAS 
PERATURAN BUPATI KAPUAS 

NOMOR : 15 T AHUN 2005 

T EN T ANG 

PEI..AKSANAAN PERATURAN DA.ERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2005 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OAERAH KABUPATEN KAl"'UAS 

NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN UMW.1 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KAPUAS 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabup.:iten Kapuas 
Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PcratL,ran Daerah 
Kabupaten Kapuas Nomor 14 Tahun 2001 tentang Usaha P,irtambangan 
Umum dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas 
Tahun 2005 Nomor 10, maka untuk kelancaran pelaksnnaan tugas 
Pemerintahan dan Pembangunan dipandang perlu segera rreloksanokan 
Peraturan Daerah dimaksud: 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di alas, perlu menetapkannya dengan 
Peraturan Bupati Kapuas 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembent 1kan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Re pub ik lnd,Jnesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1H20); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok 
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor , Tamb;,1ari 
Lembaran Negara Nomor 2812) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang•undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dM Tarr.ba.'1a:1 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal A:;ing 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nor,or 1.13 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2943); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ket~ntu--n-Ketcr.tmm 
Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik lndontcsia Tahun 1 967 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Penanaman Modal Dalam 
Negeri (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan 
Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944): 

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, tambahan 
lembaran neaara nomor 3209\: 



7 . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dae rah dan Retribusi 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 te,11ong Pejok Oaera1, Lion 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndoresia Tahun 2000 Nomor 
246, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang ,lengelola,n Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia - ahun 1997 Nomor 68 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang ::>cmbcntukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Nlegara Republi~ Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 3J9): 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan..:, Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 5 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); 

11 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Derirnbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dae ah (Lembaran Negara 
Republik Ind onesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Ler.ibaran Negara 
Nomor 4438); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 196r tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentat g Ke!en• Jan-Ketcntuan 
Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RepubliL Indonesia Tahun 19G7 
Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 2-.116) sebagaimana teiah 
diubah dengan Peratura n Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran 
Negara Tahun 2001 , Nomor 141 Tambahan Le,nbaran N ... Jara Nomor 
4 154); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 198C tentang Penggolongan 
Bahan Galian (Lembaran Negara Republik lndonef a Tahun ~ 980 Nomor 47 
T ambahan Lembaran Negara Nomor 3147); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Anahsis Mengenai 
Oampak Lingkungan (AMDAL} (Lembaran N egara Republtk Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewena'lgan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom tLembarar 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nomor f 4. Tambahan Lemb::iran 
Negara Nomor 3952); 

16. P eratu·an Pemerintah Nomor 66 T ahun 2001 T :ntang Rc.tr·bus, D~erah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 1 a, Tarrb3han 
Lembaran Negara Nomor 4139); 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 200 3 tentnng T:Jrtf J\tas Jf'nis 
Penenmaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Encrgi 
dan Sumber Daya Mineral (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 96); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Kabupaten Kapuas; 

19 . Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 14 T<1hl1n 2001 tentang Usaha 
Pertambangan Umum sebagaimana, telah diubah c- ~ngan Peraturan Oacrah 
K abupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 20 05 l t.;nlang Perubahan Atas 
Peratur.-in Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 14 Tahun 2001 tentang Usaha 
Pertambangan Umum. 



Menetapkan 

MEMUTU SK AN 

PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 
14 TAHUN 2001 TEiNTANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM. 

Pasal 1 

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 14 
Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Umum dan diundangkan dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10. 

Pasal 2 

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 
Kapuas untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Mempersiapkan peraturan pelaksana yang dipertukan dalam rangka 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 14 
Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Umum. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan P~aturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kapuas. 

· Kuala Kapuas 
25 Cktobor 2005 

Oiundangkan di Kuala Kapuas 
pad IJ.Q:!iBl:~!5 obcr , 2005 
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BERIT KABUPATEN KAPUAS 
TAHUN 2005 NOMOR : 15 


